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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa dampak pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) terhadap sektor pertambangan pada tahun
2020 mengakibatkan penurunan keekonomian kegiatan
pertambangan secara global, sehingga perlu adanya
dukungan pemerintah melalui penambahan jumlah
produksi batubara tahun 2021 untuk penjualan ke luar
negeri;

bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana
nasional nonalam sesuai dengan ketentuan Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional,
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang
Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun

2021;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6525);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
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diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6186);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5142):

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1343);

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan
Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 255.K/30/MEM /2020
TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM
NEGERI TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang

Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021,

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Diktum KESATU dan Diktum KEDUA disisipkan
2 (dua) diktum, yakni Diktum KESATU A dan Diktum
KESATU B sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU A : Menetapkan jumlah produksi batubara
untuk tahun 2021 sebesar 550.000.000

(lima ratus lima puluh juta) ton.

KESATU B : Menetapkan tambahan jumlah produksi
batubara tahun 2021 sebesar 75.000.000
(tujuh puluh lima juta) ton untuk penjualan
ke luar negeri sehingga jumlah produksi
batubara untuk tahun 2021 sebesar
625.000.000 (enam ratus dua puluh lima

juta) ton.
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2. Di antara Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA disisipkan
1 (satu) diktum, yakni Diktum KEDUA A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

KEDUA A : Tambahan jumlah produksi batubara
sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta)
ton sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU B, tidak dikenakan kewajiban
persentase penjualan batubara untuk
kepentingan dalam negeri (domestic market

obligation).

Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ARIFIN TASRIF

Tembusan:
Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Perdagangan
7. Menteri Perindustrian
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
10. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

——
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